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SALINAN
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PEMBENTUXAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEi{YTJSUNAN KEBIJAKAN.

PERENCANAAN, Pf,MANTAUAN DAN EVALUASI DANA AIOKASI KHUSUS

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
KEPAI-A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONA],.

Menirnbang bahwa dalam rangka menginrplementasikan amanat Peratutan
Penrerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanS Dana
Perimbangan, diperlukan dukungan kegiatan koordinasi

Wrencanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus
(DAK);

bahwa berdasarkan pertimbangan x.bagaimana dinuksud
dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis

Pen),usunan Kebijakan, Perencanaan., Penuntauan dan
Evaluasi Dana Alokasi Khusus;

bahwa pejabat dan pegawainya yang namanya tercantum
dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan
memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksarrakan tugas

sr-bagai antSota Tinl Koordinasi Strategis Penyusunan
Kebijakan, Perencanaan, Pentantauan daan Evaluasi Dana
Alokasi Khusus;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang XeuanSan Ne8ara (l*mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O3 Nomor 17, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahsn 2OO4

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nornor
124, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4427);
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b

2

3. Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4

tentanS Perimbaagan Keuar.gan antara Pemerintah Pusat dan
Daeruh (kmbaran NeSara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 126, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentanS Pemerintah Daerah (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224\;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol8 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
(lrmbarun Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
223, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6263);

6. Perafifian Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

7. Peratl4tan Pemerintah Nomor 45 Tahun 201-3 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peratlrran Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20 7 5 - 20 79;

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahw 2075 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

10. Petatlfian Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentang
Kementerian P er enc anaan P emb angunan Nasional;

77. Petz;tvran Presiden Nomor 66 Tahun 20'15 leatang Badan
Perencanaan Pembangtnan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

72. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 4 Tahun 201,6 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional xbagaimana telah
ditbah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangrtnan Nasional
Nomor 6 Tahun 201 7;

13. Petafifian Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangtnan Nasional

Nomor 5 Tahun 2076 tentang Perenc anaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Penantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Lnggaran;

MEMUTUSIGN:...
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KE'IIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTT]KAN TlM KOORDINASI
STRATEGIS PEI{YUSI]NAN KEBIJAKAN, PERXNCANAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Peny'usunan Kebijakan,
Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus untuk
selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis DAK, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercarltum dalam Lampftan Keputusan
ini.

Tim Koordinasi Strategis DAK terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung

Jawab,Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

Tim Pengarah bertugas:

a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing,
memantau kemajuan dan memberi saran pemecah an atas
pelaksanaankegialan;

b. menyusun arah kebijakan DAK dalam Rencana Kerja
Pemerintah;

c. menentukan proSram prioritas Pembangunan Nasional yang
dibiayai oleh DAK; dan

d. men)'usun pagu indikatif DAK per bidang.

Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas

substansi dan plaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK.

Tim Pelaksana bertugas:

a. melakukan koordinasi dengan Kementeian/kmbaga
berkaitan dengan Wter.cana.an DAK per bidang;

b. melakukan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota
dalam pelaksan aan DAK;

c. melakukan Wmantauan teknis pelaksanaan DAK;

d. melakukan evaluasi pemanfaatan DAK;

e. menyusun dan melaporkan hasil evaluasi tahunan DAK kepada
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan nasional melalui Penanggung

Jawab Kegratan.

KEENAM: ...
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KEINAM

KETUJUH

KEDEI,APAN

Tenaga Pendukung bertugas :

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam
pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan tuSas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan
oleh Tim Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pe.laksanaan tuSas Tim
Koordinasi Strategis DAK dibebankan pada Anggaran Pendapatzn
dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 2 Januari 2O19.

Ditetapkan di Jakarta
padL tangral 13 Februari 2019

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BROJONIGORO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati



SALINAN

LAMPIRAN
KIPUTUSAN MXNTERI PPN,/KEPAIA BAPPENAS

NOMOR KEP. 1 2 / M.YPi l / HYJ OZ / 20 19
TANGGAL 13 FEBRUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATTGIS PEAMJSUNAN KEBUAKAN, PERENCANAAN,

PEMANTAUAN DAN EVAIUASI DANA ALOKASI K}IUSUS

A. TIMPENGARAH

Ketua

Anggota

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIMPELAKSANA

Ketua

Sekretaris

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;

2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;

3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan,
Kementerian PPN/Bappenas;

4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
Day a Alam, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappenas;

6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Otonomi Daerah,
PPN/Bappenas.

Mohammad Roudo, ST,

Kementerian PPN/Bappenas.

1 . Direktur Alokasi
Pembangunan,
PPN/Bappenas;

Kementerian

MPP, Ph.D,

Pendanaan
Kementerian

Anggota

2. Direktur



2. Direktur Sistem dan Prosedur Pendana.an

Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Direktur Dana Perimbangan,
Kementerian Keuarrgan;

4. Firmansyah, SE, MAP, MIDS, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Eko Agung Wibowo, SE, Kementerian
PPN/Bappenas;

6. Agus Riyadi, ST, MBIS, Kementerian
PPN/Bappenas;

7 . Vivi Andriani, ST, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

8. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM,
Kementerian PPN/Bappelus;

9. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian
PPN/Bappenas;

10. Dra. Sri Rahayr, M.Ed, Kementerian
PPN/Bappenas;

1 1 . lr. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas;

12. Ahmad T,atnudin, S.Sos, Kementerian
PPN/Bappenas;

13. Dr.lr.Sunari, MP, Kementerian
PPN/Bappenas;

14. Yunus Gastanto SE, PgDipl, Kementerian
PPN/Bappenas;

1 5. Didik Darmanto, S.Sos, MPA,
Kementerian PPN/Bappenas;

16. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA,
Kementerian PPN/Bappenas;

1 7. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian
PPN/Bappenas;

18. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian
PPN/Bappenas;

19. Taufik Hidayat Puka, ST, M.Eng,
Kementerian PPN/Bappenas;

20.Ewan...
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20. Ervan Arumansyah, S.IP, M.Sc,
Kementerian PPN/Bappenas;

21. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

22. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian

PPN/Bappenas;

23. Nzqi Yuwanita Hablbah, ST, MT,
Kementerian PPN/Bappenas;

24. Zulfakar, S.Kom, ME Kementerian
PPN/Bappenas;

25. b. R. Wahanudin, M.Med.Sc (PH),

Kementerian PPN/Bappenas;

26. Erik Armundito, ST, MT, Ph.D,

Kementerian PPN/Bappenas;

27. ktyawati, ST, M.NatResEcon,
Kementerian PPN/Bappenas;

28. lstasius Angger Anindito, SE, MA,
Kementerian PPN/Bappenas;

29. Miranti Triana Zulktflr, ST, MEM,
Kementerian PPN/Bappenas;

30. Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas;

31 . Ika Widyawati, S.Si, MS, Kementerian

PPN/Bappenas;

32. Soegiarto Tegoeh Wibowo, SE, MM,
Kementerian PPN/Bappenas;

33. Bahri, SSTP, M.Si, Kementerian Dalam
Negeri;

34. Sandy Firdaus, Kementerian Keuang n;

35. Denny Kurniawan, Kementerian
Keuangan;

36. Yuddi Saptopranowo, Kementerian

KeuanSan.

D. TENAGA PENDLIKLING : 1 . Mira Berlian, Kementerian

PPN/Bappenas;

2. Prima Sari Anungputri, ST, MT
Kementerian PPN/Bappenas;

3. Suharyono .. .
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3. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Sapto Mulyono, SE, Kementerian
PPN/Bappenas.

MXNITRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAtr,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

z=
RR. Rita Erawati


